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PENGAJUAN NPSN BARU
(diisi dengan huruf kapital)

l. Yang mengalskan

a, Nam6 Kepala Sekolah

ll. ldentitas Sekolah

a. Nama Sekolah

b. Alamat

c. .lenjang Sekolah

d.Status Sekolah

e. Proplnsi

f. Kabupaten/Kota

g. Kecamatan

h. Kelurahan

i. Email

I ll. Letalitas sekolah

a.

b.

c.

d.

No. sK/lzin Pendirian sekolah

Tanggal

No. SK/lzin Ope.asional Sekolah

Tanggal
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1. Harrp melenglepl dan menandatan8aniformulir ini,
2, Formulk dlserahkan kepada OperatorDinar Pendldikan Kebrpaten^ota setempat.
3. Melamphkan toto Copy Surat Xeterengan Pendkian S.kolah & Operaiionel Sekolah.
4. Pastlkan Anda mene ma CETA( TANDA EUXTI Pen8ajuan NPSN Baru.
5. Jlka mrn8elami kendala, Harep menghubungi Puset Pelayanan Email : pd!E!l&q4:!U!Ltg!d
5. Oal.m pe.Sisian formuli., And.telah menyetujui ketentuan layanan ying berlaku,
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SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 420.8 I 739 I 7Z'07'K I 2014

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SMK VICTORY HALMAHERA
KABUPATEN HALMAH ERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

:ii. Gurat lrernlghEnan lzin Penyelengara Pendidikan Sekolah

Menegan Keluruan (SMK) VISIORY HALMAHERA

f'lot11'rr : 0?J YFV/iXli:013 Tanggal 27 April 2014'

b. ilasil $tudi Ketayakan, oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan

Oiahraga Kf,bupalen Halmahera Utara Tanggal 29 April dan 07

Mei 201.1

PLIM ERINTAH I(AB U PATEN I I A LMAI i tr'RA I t't'ARA

DINAS PENDIDII(AN PI]MUDA I)AN OI,AItII.A(iA
litt i)tn;,rj Ltttrtli \''t)ff tillD'lt :)t : i'tl\ |"t'7:')

IOI]ELO

: 1. Bahwa Yayasan Pendidikan Victory dipandang telah memenuhi

syarat dan layak mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah

Menegah Kejuruan (SMK) VICTORY HALMAHERA'

2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada dictum t huruf

a, perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah'

Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Propinsi Maldku Utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RL

Tahun 1999 Nomor 174, lambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3895);

Undang-undang RI Nomor l Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore

Kepuiauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI'

Tahun 2aB Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RL Nomar

4264);"

Undang-undang Ri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan

NegarJ (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara RI' Nomor 4286);

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI' Tahun 2003 Nomor
;'5, Tambahan Lembaran Negara RI. |icmtr 4301.) ' 

.

Membaca

lvlen imbang

Mengingai : 1.

3.

2.

4.
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5. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2A04 tentang

Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara RL Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara RL Nomor 4389);

6. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

(Lembaran Negara RL Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara RL Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara RL

Tahwt 2001 Namt;r 82, Tambahan Lembaran Negara RL

N1mor 4737);.

reratljr,iR Pemerlntah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang
peRgelotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun

2005 Nomar 140, Tambahan Lembaran Negara RI' Nonlor
4s78);

ri

10, Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Menegah (Lembaran Negara RI. Tahun 1990

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RL Nomor 3413);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar,'

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Thun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemrintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintah,'

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga

Kependidikan,'

14. Peraturan Pemerintah NomQr 39 -lahun 1992 tentang Peran

Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,'

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Nasional

Tahun 2010-2014,'

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah

Daerah,'

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007



20.

21,.

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007

tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ientang
Pendanaan Pendidikan,'

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan OIeh Pemerintah

Daerah,'

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan,'

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008

tentang Pembinaan Kesiswaan,'

PeratLrran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009

tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menegah

Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MAK) ,'

peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008

tentanq standar sarana dari prasarana SMK/MAK;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun

?.005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keia Dinas-

Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005 Nomor 6);.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0601U12002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

22.

23.
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Menetapkan

Kesatu

KeCua

Kedua

Memberil<an izin

Nama :

Alamat :

MEMUTUSKAN

kepada

Yayasan Pendidikan VICTORY Sekolah Menegah

Kejuruan (SMK) VICTORY HALMAHERA

Kabupaten Halmahera Utara.

Desa Kakara B Kecamatan Tobelo Selatan

Kabupaten Halmahera Utara.

Untuk Mendirikan dan menyelengqarakan sekolah :

NAMA : SMK VICTORY HALMAHERA

Aiamat ; Desa Kakara B Kecamatan Tobelo Selatan

Kabupaten Halmahera Utara.

Apabila terjadi peianggaran atas ketentua n-ketentua n

Penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/U/1992 maka
pemherian izin "akan dicabut"

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apablla di kemudian hari terdapat kekellruan maka akan
rjiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Te m b usa n disa m oaikan kepada :
Yth 1. Direktorat Pendidikan Menegah Kejuruan di Jakarta

2. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
4. Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
6. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Tobelo Selatan
7. Kepala Kantor Camat Tobelo Selatan
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]NA UTAMA MUDA iV/C
NIP. 196001 1 1 1993031002


